Formulir
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA-BELANJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi

:5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

Program

:5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Papua Barat

Alokasi 2024 : Rp. 0,00
Alokasi 2025 : Rp. 249.999.915,00
Alokasi 2026 - Rp. 0,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 249.999.915,00
Keluaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 22 Unit
Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp.
249.999.915,00
51 BELANJA OPERASI Rp.
' 249.999.915,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
" 249.999.915,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 84.999.915,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 84.999.915,00

5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Rp. 84.999.915,00

[ #] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 84.999.915,00

[ -] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Rp. 84.999.915,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Pertamax . o
Spesifikasi : 92 5723.9 Liter 14.850,00 0% Rp. 84.999.915,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp.
.1.02. J 165.000.000,00
. . . Rp.
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 165.000.000,00
5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 165.000 OOORgé
[ #] Beban Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 20.000.000,00
[ -] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 20.000.000,00
Eksploitasi Kendaraan Dinas/Tahun
Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Sepeda 4x1 Unit Tahun 5.000.000,00 0% Rp. 20.000.000,00
Motor) untuk Pejabat Esel...
[ #] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.000.000,00
Eksploitasi Kendaraan Dinas/Tahun
Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat | 4 x 1 Unit Tahun 15.000.000,00 0% Rp. 60.000.000,00
Eselon Ill
Eksploitasi Kendaraan Dinas/Tahun
Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat | 2 x 1 Unit Tahun 25.000.000,00 0% Rp. 50.000.000,00
Eselon Il/AnggotaDP...
[ #] Pajak Kendaraan - Mobil
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 35.000.000,00
[ -] Pajak Kendaraan - Mobil Rp. 35.000.000,00
Eksploitasi Kendaraan Dinas/Tahun
Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Sepeda 7 Unit 5.000.000,00 0% Rp. 35.000.000,00
Motor) untuk Pejabat Esel...
Jumlah : Rp

249.999.915,00

Provinsi Papua Barat,
Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. M. BACHRI YASIN, S.E., MM.
NIP. 197609082004121001
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